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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2A29 DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/09/M.PANl5/2OO7 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kine{a Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan

indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan

pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan

prograrn, dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat, perlu ditetapkan suatu ukuran
keberhasilan berupa Indikator Kineq'a Utama;

c. bahwa berdasarkan perrimbangan sebagnimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai

Barat.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Iembara Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O23 tentang penetapan

Mengingat



-2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2022 tentan:g Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2Ol7 teatartg Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kine4'a Instansi Pemerintah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor

46t41;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kine{a Instansi Pemerintah (t embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nornor PER/ O9/M.PAN I 5 / 2OO7 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kineda Utama di Lingkungan
Instalsi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Peqianjian Kerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Proyinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang T\rgas, Pungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Ke{a Selrretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemihhan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum
Nomor 14 Tahun 2O2O Gntang Tuga.s, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Ke4'a Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Selcetariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 862);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI

BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINEzuA UTAMA

TAHUN 2425-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT.

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di
Iingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasitan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat yang digunakan

sebagai dasar untuk menyusun:

1. Rencana Jangka Menengah;

2. Rencana Kinerja Tahunan;

3. Rencana Kerja dan Anggaran;

4. Perjanjian Kine4'a;

5. Laporan Kinerja;

6. dan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
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KETIGA

KEEMPAT

-4-

Penyusunan Laporan Kinetja sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kutai Barat oleh Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PilstaFkan di Sendawar

pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN KUTAI BARAT,

RINTAR PASARIBU

ttd

ul

\it1

Sa-linan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N KUTAI BARAT
Teknis Penyelenggaran Pemilu

BUDI
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